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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
      NOMOR 237/PMK.04/2009 

TENTANG 
TIDAK DIPUNGUT CUKAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Tidak Dipungut Cukai; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4755); 

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
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  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TIDAK 
DIPUNGUT CUKAI. 

  Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud 
dengan: 
1. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Cukai 

adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2007. 

2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap 
barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau 
karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
Cukai. 

3. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, 
halaman, dan lapangan yang merupakan bagian 
daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan 
barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena 
cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. 

4. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 
5. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan 

Pabrik. 
6. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau 

lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang 
dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa 
etil alkohol yang masih terutang Cukai dengan tujuan 
untuk disalurkan, dijual, atau diekspor. 

7. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang 
mengusahakan Tempat Penyimpanan. 

8. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam 
Daerah Pabean. 

9. Importir Barang Kena Cukai adalah orang yang 
memasukkan barang kena cukai ke dalam Daerah Pabean. 
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10. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 
meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di 
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi 
eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku 
Undang-Undang di bidang kepabeanan. 

11. Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam 
rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai dalam bentuk 
formulir atau melalui media elektronik. 

12. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. 

13. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 
selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan 
Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. 

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 
Pasal 2 

(1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa 
tembakau iris yang dibuat dari daun tembakau dalam 
negeri yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau 
dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas 
tradisional yang lazim dipergunakan, apabila: 
a.  dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah 

dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau 
bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan 
hasil tembakau seperti saus, aroma, atau air gula; 
dan/atau 

b.  pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak 
dibubuhi, dilekati, atau dicantumkan cap atau merek 
dagang, etiket,  atau tanda khusus yang sejenisnya. 

(2)  Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa 
minuman yang mengandung etil alkohol yang diperoleh 
dari hasil peragian atau penyulingan, apabila: 
a.  dibuat oleh rakyat  di Indonesia; 
b.  pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan 

menggunakan peralatan sederhana yang lazim 
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digunakan oleh rakyat Indonesia dan produksinya 
tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter perhari;  

d.     semata-mata untuk mata pencaharian; dan 
e.  tidak dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran. 

(3) Pembuatan, pengedaran, atau penjualan barang kena cukai 
yang tidak dipungut cukainya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2): 
a.  tidak wajib diberitahukan kepada kepala Kantor; dan 
b.  tidak wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai. 

Pasal 3 
(1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal 

dari luar negeri apabila diangkut terus atau diangkut lanjut 
dengan tujuan luar Daerah Pabean. 

(2) Tata cara mengenai diangkut terus atau diangkut lanjut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
kepabeanan. 

Pasal 4 
(1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang 

diekspor. 
(2) Sebelum pelaksanaan ekspor barang kena cukai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, 
Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan 
wajib memberitahukan kepada kepala Kantor yang 
mengawasi dengan menggunakan formulir pemberitahuan 
mutasi barang kena cukai. 

Pasal 5 
(1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal 

dari Pabrik atau yang berasal dari Impor apabila 
dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya. 

(2) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa etil 
alkohol yang berasal dari Pabrik atau yang berasal dari 
Impor apabila dimasukkan ke dalam Tempat 
Penyimpanan. 
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(3) Sebelum pemasukan barang kena cukai ke dalam Pabrik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ke Tempat 
Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pengusaha Pabrik, Importir Barang Kena Cukai, atau 
Pengusaha Tempat Penyimpanan harus memberitahukan 
kepada kepala Kantor yang mengawasi dengan 
menggunakan formulir pemberitahuan mutasi barang kena 
cukai. 

Pasal 6 
(1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal 

dari Pabrik atau yang berasal dari Impor apabila 
dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya untuk digunakan 
sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam 
pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang 
kena cukai. 

(2) Pengusaha Pabrik yang akan menghasilkan barang hasil 
akhir yang merupakan barang kena cukai dengan 
menggunakan bahan baku atau bahan penolong 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
menyampaikan rencana produksinya kepada Direktur 
Jenderal melalui kepala Kantor dan kepala Kantor 
Wilayah yang mengawasinya, dengan menggunakan 
formulir PBCK-1.  

(3) Sebelum pengeluaran barang kena cukai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, 
atau Kawasan Pabean dengan tujuan untuk dimasukkan ke 
dalam Pabrik, Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat 
Penyimpanan harus memberitahukan kepada kepala 
Kantor yang mengawasi dengan menggunakan formulir 
pemberitahuan mutasi barang kena cukai.  

(4) Pengusaha Pabrik yang menggunakan barang kena cukai 
yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 
a.  menimbun barang kena cukai yang digunakan sebagai 

bahan baku atau bahan penolong pada tempat 
tersendiri di dalam Pabrik; 


